
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa berdasakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4.
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S. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen Perencanaan berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belaja Daerah.
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang
gunakan untuk mengalisis kewajaran beban kerja dan belanja_ setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan
anggaran untuk satu tahun anggaran.

2.
3.
4,

. ASB Fisik adalah Analisi Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya
kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen
kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan
honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunan.

. ASB Non Fisik adalah Analisi Standar Belanja yang memuat standarisasi
biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan
barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tolak ukur
kewajaran beban kerja dan belanja dalam penyusunan kebutuhan setiap satuan
kegiatan pada Perangkat Daerah.

5.

6.

7,

8.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. Menetukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk

suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
b. Menwujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang

efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
JENIS DAN KOMPONEN ASB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD wajib mengacu pada ASB;
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis

yakni:
a. ASB Non Fisik; dan
b. ASB Fisik.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memiliki komponen sebagai
berikut:
a. deskripsi;
b. pengendali belanja (cost drive);
c. satuan pengendali belanja tetap (fixed cost);
d. satuan pengendali belanja variabel (variable cost);
e. rumus perhitungan belanja total; dan
f. batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap Penerapan ASB dalam rangka Penyusunan RKA-SKPD
dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini terjadi perubahan harga
satuan yang melebihi batas kewajaran Standar Harga Satuan, Standar Harga
Satuan dalam Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2019 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR

Resuai dengan aslinya
ABAGIAN HUKUM

SETD
AEN

1017 200012 1 002
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